
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

ten tang 
dalam 

Tahun 1950 
Ka bu paten 

Nomor 13 
Daerah-daerah 

1. Undang-Undang 
Pembentukan 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka tertib dibidang administrasi dan 
terarahnya peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur 
sesuai dengan tugas, fungsi, formasi, dan kualitas 
pendidikan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten 
Karanganyar, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Karanganyar tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, 
Izin Belajar, Keterangan Belajar, Izin Penggunaan Gelar, 
Izin Penggunaan Ijazah dan Kenaikan Pangkat 
Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Karanganyar; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Karanganyar tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, 
Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Izin Penggunaan 
Gelar, Izin Penggunaaan Ijazah dan Kenaikan Pangkat 
Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai. 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATIKARANGANYAR, 

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 
NOMOR 26 TAHUN 2017 

TENT ANG 
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, 

SURAT KETERANGAN BELAJAR, IZIN PENGGUNAAN GELAR, 
IZIN PENGGUNAAN IJAZAH DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH 

BAGI PEGAWAI 

BUPATIKARANGANYAR 
PROVINSI JAWA TENGAH 

.. ,,, y ',t -. ,., 
' . 

~ lSALlNANI SALINAN

BUPATI KARANGANYAR 
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 
NOMOR 26 TAHUN 2017 

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR,

SURAT KETERANGAN BELAJAR, IZIN PENGGUNAAN GELAR,
IZIN PENGGUNAAN IJAZAH DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

BAGI PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KARANGANYAR,

M enim bang : a. bahw a dalam  rangka tertib  d ibidang adm in istrasi dan
te ra rah n y a  pen ingkatan  ku a litas  Sum ber Daya A paratur 
sesua i dengan tugas, fungsi, form asi, dan  kualitas 
pendid ikan  yang d ib u tu h k an  oleh Pem erin tah  K abupaten 
K aranganyar, m aka perlu  m enetapkan  P era tu ran  Bupati 
K aranganyar ten tang  Pedom an Pem berian Tugas Belajar, 
Izin Belajar, K eterangan Belajar, Izin Penggunaan Gelar, 
Izin Penggunaan Ijazah d an  K enaikan Pangkat 
Penyesuaian  Ijazah Bagi Pegawai di Lingkungan 
Pem erin tah  K abupaten K aranganyar;

b. bahw a b erd asark an  pertim bangan  sebagaim ana tersebu t 
h u ru f  a, perlu  m enetapkan  P era tu ran  B upati 
K aranganyar ten tang  Pedom an Pem berian Tugas Belajar, 
Izin Belajar, S u ra t K eterangan Belajar, Izin Penggunaan 
Gelar, Izin Penggunaaan Ijazah dan  Kenaikan Pangkat 
Penyesuaian  Ijazah bagi Pegawai.

M engingat : 1. U ndang-U ndang Nomor 13 T ahun  1950 ten tang
P em bentukan  D aerah-daerah  K abupaten  dalam  
Lingkungan Provinsi Jaw a  Tengah;

2. U ndang-U ndang Nomor 20 T ahun  2003 ten tang  Sistem  
Pendidikan Nasional (Lem baran Negara Republik 
Indonesia  T ahun  2003 Nomor 78 T am bahan  Lem baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. U ndang-U ndang Nomor 33 T ahun  2004 ten tang  
Pertim bangan K euangan a n ta ra  Pem erintah dan  
Pem erin tahan  D aerah (Lem baran Negara Republik 
Indonesia  T ahun  2004 Nomor 126 T am bahan  Lem baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



MEMUTUSKAN : 
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN 
TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, SURAT KETERANGAN 
BELAJAR, IZIN PENGGUNAAN GELAR, IZIN PENGGUNAAN 
IJAZAH DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH 
BAGI PEGAWAI. 

Menetapkan 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pemben tukan Peraturan Perun dang- U ndangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang­ 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang 
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 194 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 
Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 122 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4332 ); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang 
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan 
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 32 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5135). 

M enetapkan

4. U ndang-U ndang Nomor 12 T ahun  2011 ten tang
P em bentukan  P era tu ran  Perundang-U ndangan
(Lem baran Negara Republik Indonesia T ahun  2011 
Nomor 82 T am bahan  Lem baran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 5234);

5. U ndang-U ndang Nomor 5 T ahun  2014 ten tang  A paratur 
Sipil Negara (Lem baran Negara Republik Indonesia 
T ahun  2014 Nomor 6 T am bahan  Lem baran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 5494);

6. U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun  2014 ten tang  
Pem erin tahan  D aerah (Lem baran Negara Republik 
Indonesia  T ahun  2014 Nomor 244 T am bahan  Lem baran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 5587) sebagaim ana 
telah  d iubah  beberapa  kali te rak h ir dengan 
U ndang-U ndang Nomor 9 T ahun  2015 ten tang  
P erubahan  K edua Atas U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun
2014 ten tang  P em erin tahan  D aerah m enjadi Undang- 
U ndang (Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun
2015 Nomor 58 T am bahan  Lem baran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 5679);

7. P e ra tu ran  Pem erintah Nomor 97 T ahun  2000 ten tang  
Form asi Pegawai Negeri Sipil (Lem baran Negara Republik 
Indonesia  T ahun  2000 Nomor 194 T am bahan  Lem baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaim ana 
telah  d iubah dengan P era tu ran  Pem erintah Nomor 54 
T ahun  2003 ten tang  P erubahan  a ta s  P era tu ran  
Pem erin tah  Nomor 97 T ahun  2000 ten tang  Form asi 
Pegawai Negeri Sipil (Lem baran Negara Republik 
Indonesia  T ahun  2003 Nomor 122 T am bahan  Lem baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4332 );

8. P e ra tu ran  Pem erin tah  Nomor 99 T ahun  2000 ten tang  
K enaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lem baran Negara 
Republik Indonesia T ahun  2000 Nomor 196 T am bahan 
L em baran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) 
sebagaim ana telah d iubah  dengan P e ra tu ran  Pem erintah 
Nomor 12 T ahun  2002 ten tang  P erubahan  a ta s  P era tu ran  
Pem erin tah  Nomor 99 T ahun  2000 ten tang  Kenaikan 
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lem baran Negara Republik 
Indonesia  T ahun  2002 Nomor 32 T am bahan  Lem baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

9. P e ra tu ran  Pem erintah Nomor 53 T ahun  2010 ten tang  
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lem baran Negara Republik 
Indonesia  T ahun  2010 Nomor 74 T am bahan  Lem baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5135).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, SURAT KETERANGAN
BELAJAR, IZIN PENGGUNAAN GELAR, IZIN PENGGUNAAN
IJAZAH DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
BAGI PEGAWAI.



BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. 
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar. 
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Karanganyar. 
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia yang selanjutnya di singkat BKPSDM adalah 
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Kabupaten Karanganyar. 

5. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang 
selanjutnya disingkat Baperjakat adalah Badan 
Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Pemerintah 
Kabupaten Karanganyar. 

6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu 
bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten 
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten. 

7. Pegawai adalah Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri 
Sipil yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten 
Karanganyar. 

8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di singkat 
CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan 
Pemerintah Kabupaten Karanganyar. 

9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di singkat PNS 
adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah 
Kabupaten Karanganyar. 

10.Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat 
seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatan dalam 
rangka susunan kepegawaian dan digunakan sebagai 
dasar penggajian. 

11. Rekomendasi adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala 
Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada PNS untuk memilih 
dan mengikuti seleksi pada suatu lembaga pendidikan 
formal. 

12. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Bupati 
kepada PNS yang terpilih untuk mengikuti pendidikan 
formal ke jenjang yang lebih tinggi baik didalam negeri 
maupun diluar negeri yang dibiayai oleh Pemerintah 
Kabupaten Karanganyar, instansi a tau lembaga 
pemerintah maupun organisasi swasta yang sah 
berdasarkan peraturan perundang - undangan. 

13.Izin Belajar adalah Izin yang diberikan oleh Pejabat yang 
berwenang kepada PNS untuk mengikuti pendidikan formal 
pada suatu lembaga pendidikan formal tertentu dengan 
biaya sendiri yang proses perkuliahan dilakukan diluar 
jam kerja. 

14.Surat Keterangan Belajar adalah keterangan dari Bupati 
atau Pejabat yang berwenang kepada CPNS, yang ketika 
diangkat sebagai CPNS sedang mengikuti pendidikan 
formal yang le bih tinggi dari pendidikan yang digunakan 
sebagai dasar pengangkatan CPNS. 

. ' . ' 

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

D alam  P era tu ran  B upati ini yang d im aksud  dengan :
1. D aerah adalah  K abupaten K aranganyar.
2. B upati adalah  B upati K aranganyar.
3. S ekretaris D aerah adalah  Sekretaris D aerah K abupaten 

K aranganyar.
4. B adan  Kepegawaian dan  Pengem bangan Sum ber Daya 

M anusia  yang selan ju tnya  di singkat BKPSDM adalah  
B adan  Kepegawaian dan  Pengem bangan Sum ber Daya 
M anusia K abupaten K aranganyar.

5. B adan Pertim bangan Ja b a ta n  dan  K epangkatan yang 
se lan ju tnya  d isingkat B aperjakat adalah  B adan 
Pertim bangan Ja b a ta n  dan  K epangkatan di Pem erintah 
K abupaten  K aranganyar.

6. Perangkat D aerah K abupaten  adalah  u n su r  pem ban tu
b u p a ti dan  Dewan Perw akilan Rakyat D aerah kabupaten  
dalam  penyelenggaraan U rusan  Pem erin tahan
yang m enjadi kew enangan D aerah kabupaten .

7. Pegawai adalah  Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegaw ai Negeri 
Sipil yang bekerja pada  Pem erintah K abupaten 
K aranganyar.

8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang se lan ju tnya  di singkat 
CPNS adalah  Calon Pegawai Negeri Sipil d ilingkungan 
Pem erin tah  K abupaten  K aranganyar.

9. Pegawai Negeri Sipil yang selan ju tnya  di singkat PNS 
adalah  Pegawai Negeri Sipil d ilingkungan Pem erintah 
K abupaten  K aranganyar.

10. Pangkat adalah  k ed udukan  yang m en u n ju k k an  tingkat 
seseorang  Pegawai Negeri Sipil b e rd asa rk an  ja b a ta n  dalam  
rangka  su su n a n  kepegaw aian dan  d igunakan  sebagai 
d a sa r  penggajian.

1 l.R ekom endasi adalah  su ra t yang d ikeluarkan  oleh Kepala 
S a tu an  Kerja Perangkat D aerah kepada PNS u n tu k  memilih 
dan  m engikuti seleksi pada  su a tu  lem baga pendidikan 
formal.

12 .T ugas Belajar adalah  tugas yang d iberikan  oleh B upati 
kepada  PNS yang terpilih  u n tu k  m engikuti pendid ikan  
form al ke jen jang  yang lebih tinggi baik  didalam  negeri 
m au p u n  d iluar negeri yang dibiayai oleh Pem erintah 
K abupaten  K aranganyar, in stan si a ta u  lem baga
pem erin tah  m aupun  organisasi sw asta  yang sah  
b e rd asa rk an  p e ra tu ran  perundang  -  undangan .

13.1zin Belajar adalah  Izin yang d iberikan  oleh Pejabat yang 
berw enang kepada PNS u n tu k  m engikuti pendid ikan  formal 
pad a  su a tu  lem baga pendid ikan  formal te rten tu  dengan 
biaya sendiri yang proses perku liahan  d ilakukan  d iluar 
jam  kerja.

14.S u ra t K eterangan Belajar adalah  keterangan  dari Bupati 
a ta u  Pejabat yang berw enang kepada CPNS, yang ketika 
d iangkat sebagai CPNS sedang m engikuti pendidikan 
form al yang lebih tinggi dari pendid ikan  yang d igunakan  
sebagai d a sa r pengangkatan  CPNS.



Pasal 4 
(1) Tugas Belajar diberikan kepada PNS yang telah lulus 

seleksi beasiswa pendidikan pada suatu lembaga 
pendidikan formal tertentu yang dilaksanakan pada jam 
kerja. 

BAB III 
TUGAS BELAJAR 

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk menciptakan 
standarisasi kompetensi Pegawai dan mewujudkan tata kelola 
manajemen kepegawaian yang terencana dan tertib. 

Pasal3 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal2 
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi 
pelaksanaan administrasi dan pemberian Tugas Belajar, Izin 
Belajar, Surat Keterangan Belajar, Izin Penggunaan Gelar, 
Izin Penggunaan Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian 
ljazah Bagi Pegawai. 

15.lzin Penggunaan Gelar adalah keterangan dari Bupati atau 
Pejabat yang berwenang kepada PNS, yang telah 
memperoleh ijazah setelah melaksanakan pendidikan yang 
lebih tinggi untuk digunakan gelar termasuk sebutan 
profesi, dalam urusan kedinasan dan kepegawaian. 

16.Izin Penggunaan Ijazah adalah keterangan dari Bupati atau 
Pejabat yang berwenang kepada PNS, yang telah 
memperoleh ijazah setelah melaksanakan pendidikan yang 
lebih tinggi untuk menggunakan ijazah, dalam urusan 
kedinasan dan kepegawaian. 

17.Beasiswa adalah pembiayaan pendidikan formal secara 
penuh atau sebagian/ Cost Sharing yang diberikan oleh 
suatu instansi baik swasta maupun Pemerintah kepada 
PNS. 

18.Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar, Tanda Lulus 
Diploma, Sarjana, Magister, Dokter, yang disertai Akta dan 
atau transkrip nilai yang dikeluarkan dengan sah oleh 
Lembaga Pendidikan formal tertentu. 

19.Layanan Adminitrasi Kepegawaian adalah pelayanan yang 
diberikan kepada Pegawai karena adanya peningkatan 
pendidikan seperti , Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, 
Izin Penggunaan Gelar, Izin Penggunaan Ijazah dan 
Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah. 

20.Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP 
adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh 
seorang PN S. 

21.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang 
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak 
seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin 
suatu satuan organisasi negara. 

22.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

'. 
t 

15.1zin Penggunaan Gelar adalah  ke te rangan  dari B upati a tau  
Pejabat yang berw enang kepada PNS, yang telah
m em peroleh ijazah setelah m elaksanakan  pendid ikan  yang 
lebih tinggi u n tu k  d igunakan  gelar te rm asu k  sebu tan  
profesi, dalam  u ru sa n  ked inasan  dan  kepegaw aian.

16.1zin Penggunaan Ijazah adalah  keterangan  dari B upati a tau  
Pejabat yang berw enang kepada PNS, yang telah
m em peroleh ijazah setelah m elaksanakan  pendid ikan  yang 
lebih tinggi u n tu k  m enggunakan  ijazah, dalam  u ru sa n  
ked inasan  dan kepegawaian.

17.Beasisw a adalah  pem biayaan pendid ikan  formal secara 
p en u h  a ta u  sebag ian /C o st Sharing yang diberikan oleh 
su a tu  in stan si baik sw asta  m au p u n  Pem erin tah  kepada 
PNS.

18.Ijazah adalah  S u ra t T anda T am at Belajar, T anda Lulus 
Diploma, Sarjana, M agister, Dokter, yang d isertai Akta dan  
a ta u  tran sk rip  nilai yang d ikeluarkan  dengan sah  oleh 
Lem baga Pendidikan formal te rten tu .

19.Layanan A dm initrasi Kepegawaian adalah  pelayanan yang 
d iberikan  kepada Pegawai k a ren a  adanya  pen ingkatan  
pendid ikan  seperti , Izin Belajar, S u ra t K eterangan Belajar, 
Izin Penggunaan Gelar, Izin Penggunaan Ijazah dan  
K enaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

2 0 .S asa ran  Kerja Pegawai yang se lan ju tnya  disingkat SKP 
adalah  rencana  kerja dan  target yang akan  dicapai oleh 
seorang PNS.

21 . J a b a ta n  S tru k tu ra l adalah  su a tu  k ed udukan  yang 
m en u n ju k k an  tugas, tanggung jaw ab, wewenang, dan  hak  
seorang Pegawai Negeri Sipil dalam  rangka  m em im pin 
su a tu  sa tu a n  organisasi negara.

22. J a b a ta n  Fungsional adalah  sekelompok jaba tan  yang berisi 
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan keteram pilan tertentu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
P e ra tu ran  B upati ini d im aksudkan  sebagai pedom an bagi 
p e lak san aan  adm in istrasi dan  pem berian Tugas Belajar, Izin 
Belajar, S u ra t K eterangan Belajar, Izin Penggunaan Gelar, 
Izin Penggunaan Ijazah dan  Kenaikan Pangkat Penyesuaian 
Ijazah Bagi Pegawai.

Pasal 3
T u juan  dari P era tu ran  B upati ini adalah  u n tu k  m encip takan  
s tan d arisa s i kom petensi Pegawai dan  m ew ujudkan ta ta  kelola 
m anajem en kepegaw aian yang terencana  dan  tertib.

BAB III
TUGAS BELAJAR

Pasal 4
(1) Tugas Belajar d iberikan  kepada PNS yang telah lu lus 

seleksi beasisw a pendidikan pada su a tu  lem baga 
pendidikan formal te rten tu  yang d ilak sanakan  pada  jam  
kerja.



(2) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bersumber dari beasiswa secara keseluruhan atau 
sebagian, dari pemerintah, swasta atau lembaga tertentu. 

Pasal5 
(1) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (1) diberikan dengan persyaratan sebagai berikut: 
a. PNS yang telah memiliki masa kerja sekurang­ 

kurangnya 1 (satu) tahun sebagai PNS ; 
b. usia maksimal: 

1. PNS Tenaga Kesehatan. 
a) Program Diploma III, Program Diploma IV dan 

Program Strata 1 (S-1) harus sudah 
menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada 
usia 45 (empat puluh lima) tahun; 

b) Program Diploma III, Program Diploma IV dan 
Program Strata 1 (S-1) yang berasal dari daerah 
terpencil, perbatasan, tertinggal, kepulauan dan 
terluar harus sudah menyelesaikan tugas 
belajar paling tinggi pada usia usia 50 (lima 
puluh) tahun; 

c) Program Dokter, Program Apoteker, Program 
Profesi Ners, Program Profesi Psikologi Klinik, 
Program Spesialis I, Program Strata II (S-2) atau 
setara, dan Program Strata III (S-3), Program 
spesialis II atau setara, harus sudah 
menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada 
usia 50 (lima puluh) tahun; 

d) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada 
huruf b angka 1 huruf a), huruf b) dan huruf c), 
berlaku sampai dengan Tahun 2020. 

2. PNS bukan Tenaga Kesehatan. 
a) Program Diploma I, Diploma II, Diploma III dan 

Strata I (S 1) atau setara, usia paling tinggi 
25 (dua puluh lima) tahun; 

b) Program Strata 2 (S2) atau setara, usia paling 
tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun; 

c) Program Strata III (S3) atau setara, usia paling 
tinggi 40 (empat puluh) tahun. 

c. setiap unsur SKP dalam 1 (satu) tahun terakhir paling 
kurang bernilai baik; 

d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat 
sedang atau berat; 

e. mendapatkan rekomendasi dari Kepala Perangkat 
Daerah yang bersangkutan; 

f. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara 
se bagai PNS; 

g. program Studi yang dipilih adalah Program Studi yang 
sesuai dengan tugas dan fungsi yang bersangkutan, 
kompetensi dan atau kebutuhan Daerah; 

h. mendapat surat tugas dari pejabat yang berwenang; 

(2) Biaya pendidikan sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) 
be rsum ber dari beasisw a secara  k e se lu ru h an  a ta u  
sebagian, dari pem erin tah , sw asta  a ta u  lem baga terten tu .

Pasal 5

(1) Tugas Belajar sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 4 
ayat (1) d iberikan dengan persyara tan  sebagai beriku t :

a. PNS yang telah memiliki m asa  kerja sekurang- 
ku rangnya  1 (satu) ta h u n  sebagai PNS ;

b. u s ia  m aksim al :
1. PNS Tenaga K esehatan.

a) Program  Diploma III, Program  Diploma IV dan  
Program  S tra ta  1 (S-l) h a ru s  sudah  
m enyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada  
u s ia  45 (em pat p u luh  lima) tah u n ;

b) Program  Diploma III, Program  Diploma IV dan 
Program  S tra ta  1 (S-l) yang berasa l dari daerah  
terpencil, p e rb a tasan , tertinggal, k ep u lau an  dan  
te rlu a r h a ru s  su d ah  m enyelesaikan tugas 
belajar paling tinggi pada u s ia  u s ia  50 (lima 
puluh) tahun ;

c) Program  Dokter, Program  Apoteker, Program  
Profesi Ners, Program  Profesi Psikologi Klinik, 
Program  Spesialis I, Program  S tra ta  II (S-2) a ta u  
se tara , dan  Program  S tra ta  III (S-3), Program  
spesialis II a tau  se tara , h a ru s  su d ah  
m enyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada 
u s ia  50 (lima puluh) tah u n ;

d) Pengecualian sebagaim ana d im aksud  pada 
h u ru f  b angka 1 h u ru f  a), h u ru f  b) dan  h u ru f c), 
berlaku  sam pai dengan T ahun  2020.

2. PNS b u k an  Tenaga K esehatan.
a) Program  Diploma I, Diploma II, Diploma III dan  

S tra ta  I (SI) a ta u  se tara , u s ia  paling tinggi 
25 (dua p u luh  lima) tahun ;

b) Program  S tra ta  2 (S2) a tau  se tara , u s ia  paling 
tinggi 37 (tiga pu luh  tujuh) tah u n ;

c) Program  S tra ta  III (S3) a ta u  se tara , u s ia  paling 
tinggi 40 (em pat puluh) tah u n .

c. setiap  u n s u r  SKP dalam  1 (satu) ta h u n  te rak h ir paling 
k u rang  bernilai baik;

d. tidak  sedang m enjalani h u k u m an  disiplin tingkat 
sedang a ta u  berat;

e. m en d ap atk an  rekom endasi dari Kepala Perangkat 
D aerah  yang bersangku tan ;

f. tidak  sedang m enjalani pem berhen tian  sem en tara  
sebagai PNS;

g. program  Studi yang dipilih adalah  Program  Studi yang 
sesuai dengan tugas dan  fungsi yang bersangku tan , 
kom petensi dan  a tau  k eb u tu h an  D aerah;

h. m endapat su ra t tugas dari pejabat yang berw enang;



(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

1. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan 
pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan 
dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan 
analisis beban kerja dan perencanaan Sumber Daya 
Manusia; 

J. program studi didalam negeri yang akan diikuti telah 
mendapatkan persetujuan / akreditasi minimal B dari 
lem baga yang berwenang; 

k. jangka waktu pelaksanaan : 
1. program Diploma I (D I) paling lama 1 (satu) 

tahun; 
2. program Diploma II (D II) paling lama 2 (dua) tahun; 
3. program Diploma III (D III) paling lama 3 (tiga) 

tahun; 
4. program Strata I (S 1) / Diploma IV (D IV) paling 

lama 4 (empat) tahun; 
5. program Strata II (S 2) / atau setara paling lama 

2 (dua) tahun; 
6. program Strata III (S 3) atau setara paling lama 

4 (empat) tahun. 
1. j angka waktu pelaksanaan tugas belaj ar se bagaimana 

dimaksud pada huruf k, masing- masing dapat 
diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun (2 semester) 
sesuai kebutuhan instansinya dan persetujuan 
sponsor dan atau instansinya; 

m. Permohonan perpanjangan tugas belajar sebagaimana 
dimaksud pada huruf 1, melampirkan: 
1. foto kopi Surat Tugas Belajar yang dilegalisir; 
2. surat keterangan dari lembaga/universitas yang 

menerangkan bahwa yang bersangkutan masih 
aktif sebagai mahasiswa; 

3. laporan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani 
dari yang bersangkutan. 

Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar 
setelah diberikan perpanjangan waktu 1 (satu) tahun 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 dapat 
diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) 
tahun, dengan perubahan status menjadi izin belajar. 
Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), PNS tetap dapat meninggalkan 
tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar. 
Untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh 
organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS 
sesuai kriteria kebutuhan daerah atau formasi. 
Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural 
dibebaskan dari jabatannya. 
Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional 
dibebaskan sementara dari jabatannya. 
PNS yang melaksanakan tugas belajar wajib membuat 
laporan kepada Pimpinan instansi pemberi tugas 
belajar : 
a. laporan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani 

paling kurang 1 (satu) kali setiap tahun; 

(2) 

' ,, 

i. b idang ilmu yang akan  d item puh sesuai dengan 
pengetahuan  a tau  keahlian  yang d ipersyara tkan  
dalam  ja b a ta n  pada organisasi dan  sesua i dengan 
analisis beban kerja dan  p erencanaan  Sum ber Daya 
M anusia;

j. program  stud i didalam  negeri yang ak an  diikuti telah 
m endapatkan  p e rse tu juan  /  ak red itasi m inim al B dari 
lem baga yang berw enang;

k. jan g k a  w aktu  p e laksanaan  :
1. program  Diploma I (D I) paling lam a 1 (satu) 

tahun ;
2. program  Diploma II (D II) paling lam a 2 (dua) tahun ;
3. program  Diploma III (D III) paling lam a 3 (tiga) 

tahun ;
4. program  S tra ta  I (SI) /  Diploma IV (D IV) paling 

lam a 4 (empat) tahun ;
5. program  S tra ta  II (S 2) / a ta u  se ta ra  paling lam a 

2 (dua) tah u n ;
6. program  S tra ta  III (S 3) a ta u  se ta ra  paling lam a 

4 (empat) tahun .
l. jangka  w ak tu  p e laksanaan  tugas bela jar sebagaim ana 

d im aksud  pada h u ru f k, m asing- m asing dapat 
d iperpan jang  paling lam a 1 (satu) ta h u n  (2 sem ester) 
sesuai k eb u tu h an  in stan sin y a  dan  p e rse tu juan  
sponsor dan  a tau  instansinya;

m. Perm ohonan perpan jangan  tugas bela jar sebagaim ana 
d im aksud  pada h u ru f 1, m elam pirkan :
1. foto kopi S u ra t Tugas Belajar yang dilegalisir;
2. su ra t ke terangan  dari lem baga/un iversitas  yang 

m enerangkan  bahw a yang b e rsan g k u tan  m asih 
ak tif sebagai m ahasisw a;

3. laporan kem ajuan pendidikan yang sedang dijalani 
dari yang bersangku tan .

(2) Bagi PNS yang belum  d ap at m enyelesaikan tugas belajar 
setelah  diberikan perpan jangan  w aktu  1 (satu) tah u n  
sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) h u ru f  1 dapat 
d iberikan  perpan jangan  kem bali paling lam a 1 (satu) 
ta h u n , dengan p eru b ah an  s ta tu s  m enjadi izin belajar.

(3) Dalam  m elaksanakan  izin belajar sebagaim ana 
d im aksud  pada ayat (2), PNS te tap  d ap a t m eninggalkan 
tugasnya  sebagaim ana berlaku  bagi tugas belajar.

(4) U ntuk  bidang ilm u yang langka serta  d iperlukan  oleh 
organisasi d ap a t d iberikan  sejak d iangkat sebagai PNS 
sesua i k riteria  k eb u tu h an  d aerah  a ta u  formasi.

(5) Bagi PNS yang m enduduki ja b a ta n  s tru k tu ra l 
d ibebaskan  dari jaba tannya .

(6) Bagi PNS yang m enduduk i ja b a ta n  fungsional 
d ibebaskan  sem en tara  dari jab a tan n y a .

(7) PNS yang m elaksanakan  tugas belajar wajib m em buat 
laporan  kepada P im pinan in stan si pem beri tugas 
bela jar :
a. laporan  kem ajuan  pendid ikan  yang sedang dijalani 

paling k u rang  1 (satu) kali setiap tah u n ;



Pasal 6 
(1) PNS yang akan mengikuti seleksi Tugas Belajar harus 

mengajukan rekomendasi kepada Bupati melalui Kepala 
Perangkat Daerah dengan melampirkan : 
a. surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan bahwa 

tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat 
sedang atau berat, bermeterai cukup dan ditanda 
tangani serta di ketahui oleh Kepala Perangkat Daerah 
yang bersangkutan; 

b. surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan bahwa 
tidak sedang menjalani pemberhentian sementara 
sebagai PNS, bermeterai cukup dan ditanda tangani 
serta di ketahui oleh Kepala Perangkat Daerah yang 
bersangku tan. 

(2) Setelah PNS dinyatakan lulus seleksi Tugas Belajar, agar 
segera mengajukan permohonan Tugas Belajar kepada 
Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah. 

(3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) mengusulkan PNS yang bersangkutan kepada 
Bupati untuk mendapatkan Surat Tugas Belajar dengan 
tembusan disampaikan kepada Kepala BKPSDM. 

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilampiri berkas - berkas persyaratan sebagai berikut: 
a. uraian tugas fungsi yang dilakukan sehari-hari 

ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui 
oleh Kepala Perangkat Daerah; 

b. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang 
bersangku tan; 

b. laporan hasil pelaksanaan tugas belajar, pada akhir 
melaksanakan pen ugasan. 

(8) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan 
secara berturut-turut dengan persyaratan : 
a. mendapat izin dari pimpinan instansinya; 
b. prestasi pendidikan sangat memuaskan; 
c. jenjang pendidikan bersifat linier; 
d. dibutuhkan oleh organisasinya. 

(9) PNS tidak berhak menuntut penyesuian ijazah kedalam 
pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi dan 
tidak melimpah atau alih tugas ke instansi lain. 

( 10) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1),Tugas Belajar pada masing-masing jenjang 
pendidikan dipersyaratkan sebagai berikut : 
a. Diploma III (D III), Diploma IV (D IV), Strata I (S 1) dan 

yang sederajat Pangkat/ Golongan ruang paling 
rendah Pengatur Muda Tingkat I (II/b) dan telah 
1 (satu) tahun dalam pangkat tersebut; 

b. Strata 2 (82) dan yang derajat, Pangkat/ Golongan 
ruang paling rendah Penata Muda (III/ a) dan telah 
1 (satu) tahun dalam pangkat tersebut; 

c. Program Profesi, Spesialis (Sp) Strata 3 (83) dan yang 
derajat, Pangkat/ Golongan ruang paling rendah 
Penata Muda (III/ a) dan telah 3 (tiga) tahun dalam 
pangkat tersebut. 

'•, 
I 

b. laporan  hasil pe laksanaan  tugas belajar, pada  akhir 
m elaksanakan  penugasan .

(8) PNS d ap a t m elaksanakan  Tugas Belajar berke lan ju tan  
secara  b e rtu ru t- tu ru t  dengan p e rsy ara tan  :
a. m endapat izin dari p im pinan  instansinya;
b. p res tasi pendid ikan  sangat m em uaskan ;
c. jen jang  pendidikan bersifat linier;
d. d ib u tu h k an  oleh organisasinya.

(9) PNS tidak  berhak  m en u n tu t penyesu ian  ijazah kedalam  
pangkat yang lebih tinggi, kecuali te rd ap a t form asi dan  
tidak  m elim pah a ta u  alih tugas ke in stansi lain.

(10) Selain persyara tan  sebagaim ana d im aksud  pada ayat
(1),Tugas Belajar pada m asing-m asing jen jang  
pendid ikan  d ipersyara tkan  sebagai beriku t :
a. Diploma III (D III), Diploma IV (D IV), S tra ta  I (S 1) dan  

yang sederajat P angkat/G olongan  ru an g  paling 
rendah  Pengatur M uda Tingkat I (II/b) dan  telah 
1 (satu) ta h u n  dalam  pangkat tersebu t;

b. S tra ta  2 (S2) dan  yang derajat, Pangkat/G olongan  
ru an g  paling rendah  P enata  M uda (III/a) dan  telah 
1 (satu) ta h u n  dalam  pangkat tersebu t;

c. Program  Profesi, Spesialis (Sp) S tra ta  3 (S3) dan  yang 
derajat, Pangkat/G olongan  ruang  paling rendah  
Penata  M uda (III/a) dan  telah  3 (tiga) ta h u n  dalam  
pangkat tersebut.

Pasal 6

(1) PNS yang akan  m engikuti seleksi Tugas Belajar h a ru s  
m engajukan  rekom endasi kepada B upati m elalui Kepala 
Perangkat D aerah dengan m elam pirkan :
a. su ra t pernyataan  dari PNS yang b ersan g k u tan  bahw a 

tidak  sedang m enjalani h u k u m an  disiplin tingkat 
sedang  a tau  berat, berm eterai cu k u p  dan  d itanda  
tangani se rta  di ke tahu i oleh Kepala Perangkat D aerah 
yang bersangku tan ;

b. su ra t pe rnyataan  dari PNS yang b ersan g k u tan  bahw a 
tidak  sedang m enjalani pem berhen tian  sem en tara  
sebagai PNS, berm eterai cukup  dan  d itanda  tangani 
se rta  di ke tahu i oleh Kepala Perangkat D aerah yang 
bersangku tan .

(2) Setelah PNS d inyatakan  lu lus seleksi Tugas Belajar, agar 
segera m engajukan perm ohonan Tugas Belajar kepada 
B upati m elalui Kepala Perangkat D aerah.

(3) Kepala Perangkat D aerah sebagaim ana d im aksud  pada 
ayat (2) m engusu lkan  PNS yang b e rsan g k u tan  kepada 
B upati u n tu k  m endapatkan  S u ra t Tugas Belajar dengan 
tem b u san  d isam paikan  kepada Kepala BKPSDM.

(4) Perm ohonan sebagaim ana d im aksud  pada ayat (2) 
dilam piri berkas -  berkas persyara tan  sebagai berikut:
a. u ra ia n  tugas fungsi yang d ilakukan  sehari-hari 

d itanda tangan i oleh yang b e rsan g k u tan  dan  d iketahui 
oleh Kepala Perangkat D aerah;

b. su ra t rekom endasi dari Kepala Perangkat D aerah yang 
bersangku tan ;



Pasal 7 
(1) Izin Belajar diberikan kepada PNS yang mengikuti 

pendidikan formal pada suatu lembaga pendidikan formal 
tertentu. 

(2) Biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh PNS. 
(3) Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

dengan persyaratan sebagai berikut : 
a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 

1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS; 
b. unsur penilaian SKP dalam 1 (satu) tahun terakhir 

paling kurang bernilai baik; 
c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat 

sedang atau berat; 
d. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara 

sebagai PNS; 
e. mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang 

berwenang; 
f. pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung 

pelaksanaan tugas jabatan dan unit organisasinya; 
g. pendidikan yang mendukung pelaksanaan tugas 

jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­ 
undangan yang berlaku. 

h. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah 
ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat 
formasi dan tidak akan melimpah atau alih tugas 
ke instansi lain; 

BAB IV 
IZIN BELAJAR 

c. foto kopi ijazah terakhir yang diakui dalam administrasi 
kepegawaian yang dilegalisir; 

d. foto kopi izin penggunaan gelar ( bagi PNS yang gelar 
pendidikan terakhir di peroleh saat yang bersangkutan 
telah menjadi PNS ) yang dilegalisir; 

e. foto kopi Surat Keputusan (SK) pangkat terakhir yang 
dilegalisir; 

f. foto kopi SKP, dalam 1 (satu) tahun terakhir yang 
dilegalisir; 

g. surat keterangan dari lembaga pendidikan yang 
menerangkan bahwa yang bersangkutan telah lulus 
ujian masuk ; 

h. surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan bahwa 
tidak akan menuntut penyesuaian ijazah ke dalam 
pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi, dan 
tidak akan melimpah atau alih tugas ke instansi lain, 
bermeterai cukup dan ditanda tangani serta di ketahui 
oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan; 

i. asli surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah. 
(5) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (4) huruf h dan format 
uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
huruf a dan format surat rekomendasi huruf b tercantum 
dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 

c. foto kopi ijazah terakh ir yang diakui dalam  adm in istrasi 
kepegaw aian yang dilegalisir;

d. foto kopi izin penggunaan gelar ( bagi PNS yang gelar 
pendid ikan  terakh ir di peroleh saa t yang bersangku tan  
telah  m enjadi PNS ) yang dilegalisir;

e. foto kopi S u ra t K eputusan  (SK) pangkat te rakh ir yang 
dilegalisir;

f. foto kopi SKP, dalam  1 (satu) ta h u n  terakh ir yang 
dilegalisir;

g. su ra t ke terangan  dari lem baga pendid ikan  yang 
m enerangkan  bahw a yang b ersan g k u tan  telah lu lus 
u jian  m asu k  ;

h. su ra t pernyataan  dari PNS yang b ersan g k u tan  bahw a 
tidak  akan  m en u n tu t penyesuaian  ijazah ke dalam  
pangkat yang lebih tinggi kecuali te rd ap a t form asi, dan  
tidak  akan  m elim pah a ta u  alih tugas ke in stan si lain, 
berm eterai cukup  dan  d itanda  tangani serta  di ke tahui 
oleh Kepala Perangkat D aerah yang bersangku tan ;

i. asli su ra t ke terangan  seh a t dari Dokter Pem erintah.
(5) Form at su ra t pe rnyataan  sebagaim ana d im aksud  pada 

ayat (1) h u ru f  a, h u ru f  b dan  ayat (4) h u ru f  h dan  form at 
u ra ia n  tugas sebagaim ana d im aksud  pada ayat (4) 
h u ru f  a  dan  form at su ra t rekom endasi h u ru f  b tercan tum  
dalam  Lam piran P era tu ran  B upati ini.

BAB IV
IZIN BELAJAR 

Pasal 7
(1) Izin Belajar d iberikan kepada PNS yang m engikuti

pendid ikan  formal pada  su a tu  lem baga pendid ikan  formal
te rten tu .

(2) Biaya pendid ikan  sepenuhnya  ditanggung oleh PNS.
(3) Izin Belajar sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) diberikan

dengan persyara tan  sebagai beriku t :
a. PNS yang telah memiliki m asa  kerja  paling kurang  

1 (satu) ta h u n  te rh itung  sejak d iangkat sebagai PNS;
b. u n s u r  penilaian SKP dalam  1 (satu) ta h u n  terakh ir 

paling ku rang  bernilai baik;
c. tidak  sedang m enjalani h u k u m an  disiplin tingkat 

sedang a ta u  berat;
d. tidak  sedang m enjalani pem berhen tian  sem en tara  

sebagai PNS;
e. m endapatkan  izin secara  tertu lis  dari pe jabat yang 

berw enang;
f. pendid ikan  yang ak an  d item puh d ap a t m endukung  

pe laksanaan  tugas ja b a ta n  dan  u n it organisasinya;
g. pendid ikan  yang m endukung  p e lak san aan  tugas 

ja b a ta n  sesua i dengan k e ten tu an  P era tu ran  Perundang- 
u n d an g an  yang berlaku.

h. PNS tidak  berhak  u n tu k  m en u n tu t penyesuaian  ijazah 
ke dalam  pangkat yang lebih tinggi kecuali te rdapat 
form asi dan tidak akan  m elim pah a ta u  alih tugas 
ke in stansi lain;



Pasal8 
(1) Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

diberikan setara atau setingkat lebih tinggi dari 
pendidikan yang tercantum dalam Keputusan 
Pengangkatan sebagai PNS atau Keputusan Kenaikan 
Pangkat terakhir atau izin penggunaan Gelar. 

(2) Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah 
mendapat persetujuan/ akreditasi minimal B dari lembaga 
yang berwenang. 

(3) PNS mengajukan permohonan Izin Belajar kepada Bupati 
melalui Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan. 

(4) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) mengusulkan PNS yang bersangkutan kepada 
Bupati untuk mendapatkan Izin Belajar dengan tembusan 
disampaikan kepada Kepala BKPSDM. 

(5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri 
berkas - berkas persyaratan sebagai berikut : 
a. foto kopi Surat Keputusan (SK) pangkat terakhir yang 

dilegalisir; 
b. foto kopi SKP, dalam 1 (satu) tahun terakhir yang 

dilegalisir; 
c. surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan bahwa 

tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat 
sedang atau berat, bermeterai cukup dan ditanda 
tangani serta di ketahui oleh Kepala Perangkat Daerah 
yang bersangkutan; 

d. surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan bahwa 
tidak sedang menjalani pemberhentian sementara 
sebagai PNS, bermeterai cukup dan ditanda tangani 
serta di ketahui oleh Kepala Perangkat Daerah yang 
bersangkutan; 

e. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang 
bersangku tan; 

f. surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan bahwa 
tidak akan menuntut penyesuaian ijazah ke dalam 
pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi dan 
tidak akan melimpah atau alih tugas ke instansi lain, 
bermeterai cukup dan ditanda tangani serta di ketahui 
oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan; 

1. tidak meninggalkan tugas jabatannya dikecualikan sifat 
pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat 
meninggalkan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan 
instansi. 

(4) Sebelum mengajukan Izin Belajar, terlebih dahulu 
berkonsultasi ke BKPSDM dan proses pengajuan Izin 
Belajar paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterima di 
Perguruan Tinggi. 

(5) Pemberian Izin Belajar untuk mengikuti pendidikan ke 
jenjang Strata 2 (S2) dan yang sederajat, serta Strata 3 
(83) dan yang sederajat harus melalui pertimbangan 
Baperjakat. 

i. tidak  m eninggalkan tugas jab a tan n y a  d ikecualikan  sifat 
pendid ikan  yang sedang diikuti, PNS dapat 
m eninggalkan sebagian w aktu  kerja a ta s  izin pim pinan 
in stansi.

(4) Sebelum  m engajukan Izin Belajar, terlebih dahu lu  
berkonsu ltasi ke BKPSDM dan  proses pengajuan  Izin 
Belajar paling lam bat 6 (enam) bu lan  sejak diterim a di 
P erguruan  Tinggi.

(5) Pem berian Izin Belajar u n tu k  m engikuti pendid ikan  ke 
jen jang  S tra ta  2 (S2) dan  yang sederajat, se rta  S tra ta  3 
(S3) dan  yang sedera ja t h a ru s  m elalui pertim bangan 
B aperjakat.

Pasal 8

(1) Izin Belajar sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 7 
d iberikan  se ta ra  a ta u  se tingkat lebih tinggi dari 
pendid ikan  yang te rcan tu m  dalam  K eputusan  
Pengangkatan  sebagai PNS a ta u  K epu tusan  Kenaikan 
Pangkat te rak h ir a ta u  izin penggunaan  Gelar.

(2) Program  stud i di dalam  negeri yang ak an  diikuti telah 
m en d ap at p e rse tu ju an /a k red ita s i m inim al B dari lem baga 
yang berw enang.

(3) PNS m engajukan  perm ohonan Izin Belajar kepada Bupati 
m elalui Kepala Perangkat D aerah yang bersangku tan .

(4) Kepala Perangkat D aerah sebagaim ana d im aksud  pada 
ayat (3) m engusu lkan  PNS yang b e rsan g k u tan  kepada 
B upati u n tu k  m endapatkan  Izin Belajar dengan tem busan  
d isam paikan  kepada Kepala BKPSDM.

(5) U sulan  sebagaim ana d im aksud  pada ayat (4) dilam piri 
be rkas -  berkas persyara tan  sebagai beriku t :
a. foto kopi S u ra t K eputusan  (SK) pangkat te rakh ir yang 

dilegalisir;
b. foto kopi SKP, dalam  1 (satu) ta h u n  terakh ir yang 

dilegalisir;
c. su ra t pe rnyataan  dari PNS yang b e rsan g k u tan  bahw a 

tidak  sedang m enjalani h u k u m an  disiplin tingkat 
sedang a ta u  berat, berm eterai cu k u p  dan  d itanda  
tangan i se rta  di ke tahu i oleh Kepala Perangkat D aerah 
yang bersangku tan ;

d. su ra t pe rnyataan  dari PNS yang b ersan g k u tan  bahw a 
tidak  sedang m enjalani pem berhen tian  sem en tara  
sebagai PNS, berm eterai cukup  dan  d itan d a  tangani 
se rta  di ke tahu i oleh Kepala Perangkat D aerah yang 
bersangku tan ;

e. su ra t rekom endasi dari Kepala Perangkat D aerah yang 
bersangku tan ;

f. su ra t pe rnyataan  dari PNS yang b e rsan g k u tan  bahw a 
tidak  akan  m en u n tu t penyesuaian  ijazah ke dalam  
pangkat yang lebih tinggi kecuali te rd ap a t form asi dan  
tidak  akan  m elim pah a ta u  alih tugas ke in stan si lain, 
berm eterai cukup  dan  d itan d a  tangani se rta  di ke tahu i 
oleh Kepala Perangkat D aerah yang bersangku tan ;



Pasal 10 
(1) Seseorang ketika diangkat menjadi CPNS, sedang 

mengikuti pendidikan lebih tinggi dari pendidikan yang 
digunakan sebagai dasar pengangkatan CPNS wajib 
memiliki Surat Keterangan Belajar. 

(2) Surat Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberikan setingkat lebih tinggi dari pendidikan 
yang tercantum dalam Keputusan Pengangkatan. 

(3) Surat Keterangan Belajar ditetapkan oleh Bupati atau 
pejabat yang berwenang. 

(4) CPNS yang tidak memiliki Surat Keterangan Belajar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapat 
layanan administrasi kepegawaian. 

(5) Pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung 
pelaksanaan tugas jabatan dan unit organisasinya. 

(6) Program studi didalam negeri yang diikuti telah 
mendapatkan persetujuan/ akreditasi minimal B dari 
lembaga yang berwenang. 

(7) CPNS mengajukan permohonan Surat Keterangan Belajar 
kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang 
bersangkutan. 

(8) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (7) mengusulkan CPNS yang bersangkutan kepada 
Bupati untuk mendapatkan Surat Keterangan Belajar 
dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BKPSDM. 

(9) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilampiri 
persyaratan : 

BAB V 
SURAT KETERANGAN BELAJAR 

Pasal9 
Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (5), PNS yang bersangkutan harus melampirkan juga: 
a. Surat Penyataan dari Perguruan Tinggi yang menyatakan 

bahwa yang bersangkutan telah lulus ujian masuk dan 
diterima sebagai mahasiswa dan bahwa program 
pendidikan yang dipilih dilaksanakan di kampus dan 
bukan merupakan kelas paralel atau pendidikan jarak 
jauh, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan 
perundang-undangan; 

b. Surat Keterangan bahwa program studi di dalam negeri 
yang akan diikuti telah mendapat persetujuan/ akreditasi 
minimal B dari lembaga yang berwenang. 

g. surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan bahwa 
tidak menggangu tugas kedinasan, bermeterai cukup 
dan ditanda tangani serta di ketahui oleh Kepala 
Perangkat Daerah yang bersangkutan; 

h. asli surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah, 
(6) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g dan surat 
rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf e tercantum 
dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 

\' 

g. su ra t pernyataan  dari PNS yang b ersan g k u tan  bahw a 
tidak  m enggangu tugas ked inasan , berm eterai cukup  
dan  d itanda  tangani se rta  di ke tahu i oleh Kepala 
Perangkat D aerah yang bersangku tan ;

h. asli su ra t keterangan  seh a t dari Dokter Pem erintah.
(6) Form at su ra t pe rnya taan  sebagaim ana d im aksud  pada 

ayat (5) h u ru f  c, h u ru f  d, h u ru f  f dan  h u ru f  g dan  su ra t 
rekom endasi sebagaim ana d im aksud  h u ru f  e te rcan tum  
dalam  lam piran  P era tu ran  B upati ini.

Pasal 9
Selain persyara tan  sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 8
ayat (5), PNS yang b e rsangku tan  h a ru s  m elam pirkan juga  :
a. S u ra t P enyataan  dari Perguruan  Tinggi yang m enyatakan  

bahw a yang b ersan g k u tan  telah  lu lus u jian  m asu k  dan  
d iterim a sebagai m ahasisw a dan  bahw a program  
pendid ikan  yang dipilih d ilak sanakan  di kam pus dan  
b u k an  m erupakan  kelas paralel a ta u  pendid ikan  ja ra k  
ja u h , kecuali d iten tu k an  lain b e rd asa rk an  p e ra tu ran  
perundang -undangan ;

b. S u ra t K eterangan bahw a program  stud i di dalam  negeri 
yang ak an  diikuti telah m endapat p e rse tu ju an /a k red ita s i 
m inim al B dari lem baga yang berw enang.

BAB V
SURAT KETERANGAN BELAJAR

Pasal 10
(1) Seseorang ketika d iangkat m enjadi CPNS, sedang 

m engikuti pendidikan lebih tinggi dari pendid ikan  yang 
d igunakan  sebagai d a sa r pengangkatan  CPNS wajib 
memiliki S u ra t K eterangan Belajar.

(2) S u ra t K eterangan Belajar sebagaim ana d im aksud  pada 
ayat (1) d iberikan  se tingkat lebih tinggi dari pendidikan 
yang te rcan tu m  dalam  K epu tusan  Pengangkatan.

(3) S u ra t K eterangan Belajar d ite tapkan  oleh B upati a ta u  
pe jabat yang berw enang.

(4) CPNS yang tidak  memiliki S u ra t K eterangan Belajar 
sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) tidak  m endapat 
layanan  adm in istrasi kepegaw aian.

(5) Pendidikan yang akan  d item puh d ap a t m endukung 
p e lak san aan  tugas ja b a ta n  dan  u n it organisasinya.

(6) Program  stud i didalam  negeri yang diikuti telah 
m endapatkan  p e rse tu ju an /a k red ita s i m inim al B dari 
lem baga yang berw enang.

(7) CPNS m engajukan perm ohonan  S u ra t K eterangan Belajar 
kepada B upati m elalui Kepala Perangkat D aerah yang 
bersangku tan .

(8) Kepala Perangkat D aerah sebagaim ana d im aksud  pada 
ayat (7) m engusu lkan  CPNS yang b ersan g k u tan  kepada 
B upati u n tu k  m endapatkan  S u ra t K eterangan Belajar 
dengan tem b u san  d isam paikan  kepada Kepala BKPSDM.

(9) U sulan  sebagaim ana d im aksud  pada ayat (8) dilam piri 
p e rsy ara tan  :



Pasal 12 
( 1) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan serta 

memperoleh ijazah dapat diberikan Izin Penggunaan 
Gelar termasuk sebutan Profesi dari Bupati atau Pejabat 
yang berwenang. 

(2) PNS yang tidak memiliki Izin Penggunaan Gelar termasuk 
sebutan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak dapat menggunakan gelar dan sebutan profesi 
dalam urusan kepegawaian dan kedinasan serta tidak 
mendapat layanan administrasi kepegawaian. 

BAB VI 
!ZIN PENGGUNAAN GELAR DAN PENGGUNAAN IJAZAH 

Bagian Kesatu 
Izin Penggunaan Gelar 

Pasal 11 
Selain Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, 
CPNS yang bersangkutan harus melampirkan : 
a. Surat Pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah yang 

bersangkutan, yang menyatakan bahwa pendidikan yang 
sedang ditempuh sesuai/ dapat mendukung tugas pokok 
dan fungsi CPNS yang bersangkutan dan atau merupakan 
kebutuhan Daerah (formasi); 

b. Surat Pernyataan dari Perguruan Tinggi yang menyatakan 
bahwa program pendidikan yang ditempuh bukan kelas 
paralel atau pendidikan jarak jauh, kecuali ditentukan lain 
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; 

c. Surat Keterangan yang menerangkan bahwa program studi 
di dalam negeri yang diikuti telah mendapatkan 
persetujuan/ akreditasi minimal B dari lembaga yang 
berwenang. 

a. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang 
bersangku tan; 

b. foto kopi ijazah terakhir yang diakui dalam 
administrasi kepegawaian yang di legalisir; 

c. foto kopi Surat Keputusan (SK) CPNS yang dilegalisir; 
d. surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan bahwa 

tidak akan menuntut penyesuaian ijazah ke dalam 
pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi dan 
tidak akan melimpah atau alih tugas ke instansi lain, 
bermaterai cukup dan ditanda tangani serta 
di ketahui oleh Kepala Perangkat Daerah yang 
bersangku tan; 

e. asli surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah ; 
f. surat Keterangan dari Lembaga Pendidikan yang 

menerangkan bahwa status CPNS masih menjadi 
siswa atau mahasiswa. 

(10) CPNS yang memiliki surat keterangan belajar, 1 (satu) 
tahun terhitung dari Terhitung mulai tanggal 
pengangkatan sebagai CPNS harus menyelesaikan studi, 
apabila melebihi jangka waktu tersebut Keterangan 
Belajar yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku. 

'"' '\ . 
a. su ra t rekom endasi dari Kepala Perangkat D aerah yang 

bersangku tan ;
b. foto kopi ijazah te rak h ir yang diakui dalam  

adm in istrasi kepegaw aian yang di legalisir;
c. foto kopi S u ra t K eputusan  (SK) CPNS yang dilegalisir;
d. su ra t pernyataan  dari PNS yang b e rsan g k u tan  bahw a 

tidak  akan  m en u n tu t penyesuaian  ijazah ke dalam  
pangkat yang lebih tinggi kecuali te rd ap a t form asi dan  
tidak  akan  m elim pah a ta u  alih tugas ke in stan si lain, 
berm aterai cukup  dan  d itan d a  tangani serta  
di ke tahu i oleh Kepala Perangkat D aerah yang 
bersangku tan ;

e. asli su ra t ke terangan  sehat dari D okter Pem erintah ;
f. su ra t K eterangan dari Lembaga Pendidikan yang 

m enerangkan  bahw a s ta tu s  CPNS m asih  m enjadi 
sisw a a ta u  m ahasisw a.

(10) CPNS yang memiliki su ra t ke terangan  belajar, 1 (satu) 
ta h u n  te rh itung  dari T erhitung m ulai tanggal 
pengangkatan  sebagai CPNS h a ru s  m enyelesaikan studi, 
apab ila  melebihi jangka  w aktu  te rseb u t K eterangan 
Belajar yang dimiliki d inyatakan  tidak berlaku.

Pasal 11
Selain P ersyaratan  sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 10,
CPNS yang b ersan g k u tan  h a ru s  m elam pirkan :
a. S u ra t Pernyataan  dari Kepala Perangkat D aerah yang 

b e rsan g k u tan , yang m enyatakan  bahw a pendid ikan  yang 
sedang d item puh se su a i/d a p a t m endukung  tugas pokok 
dan  fungsi CPNS yang b e rsan g k u tan  dan  a ta u  m erupakan  
k eb u tu h a n  D aerah (formasi);

b. S u ra t Pernyataan  dari Perguruan  Tinggi yang m enyatakan  
bahw a program  pendid ikan  yang d item puh  b u k an  kelas 
paralel a ta u  pendid ikan  ja ra k  ja u h , kecuali d iten tu k an  lain 
b e rd asa rk an  P era tu ran  P erundang-undangan ;

c. S u ra t K eterangan yang m enerangkan  bahw a program  stud i 
di dalam  negeri yang diikuti telah  m endapatkan  
p e rse tu ju an /a k red ita s i m inim al B dari lem baga yang 
berw enang.

BAB VI
IZIN PENGGUNAAN GELAR DAN PENGGUNAAN IJAZAH

Bagian K esatu 

Izin Penggunaan Gelar

Pasal 12
(1) PNS yang telah m enyelesaikan pendid ikan  serta  

m em peroleh ijazah d ap a t d iberikan  Izin Penggunaan 
Gelar te rm asu k  seb u tan  Profesi dari B upati a ta u  Pejabat 
yang berw enang.

(2) PNS yang tidak  memiliki Izin Penggunaan Gelar te rm asuk  
seb u tan  Profesi sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) 
tidak  d ap at m enggunakan  gelar dan  seb u tan  profesi 
dalam  u ru sa n  kepegaw aian dan  ked inasan  serta  tidak 
m endapat layanan  adm in istrasi kepegaw aian.



Pasal 14 
( 1) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan serta 

memperoleh ijazah dapat diberikan Izin Penggunaan 
Ijazah dari Bupati atau Pejabat yang berwenang. 

(2) PNS yang tidak memiliki Izin Penggunaan Ijazah 
termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
dapat menggunakan ijazahnya dalam urusan 
kepegawaian dan kedinasan serta tidak mendapat 
layanan administrasi kepegawaian. 

(3) Izin Penggunaan Ijazah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberikan dengan ketentuan : 
a. telah dinyatakan lulus dan memperoleh ijazah dari 

lembaga pendidikan yang diikutinya; 
b. memiliki Izin Belajar atau Keterangan Belajar. 

(4) Izin Penggunaan Ijazah diperuntukkan bagi PNS yang 
menyelesaikan Pendidikan SMP atau yang sederajat, 
SMA/ D 1 atau yang sederajat. 

Bagian Kedua 
Izin Penggunaan Ij azah 

Pasal 13 
( 1) Permohonan Izin Penggunaan Gelar diajukan oleh 

Pegawai kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah. 
(2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) mengusulkan PNS yang bersangkutan kepada 
Bupati untuk mendapatkan Izin Penggunaan Gelar 
dengan tembusan disampaikan Kepala BKPSDM. 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
melampirkan : 
a. foto kopi Ijazah yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang 

berwenang; 
b. foto kopi transkrip nilai akademik yang telah 

dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; 
c. foto kopi Surat Izin Belajar atau Surat Keterangan 

Belajar yang telah dilegalisir oleh Kepala Perangkat 
Daerah; 

d. foto kopi SK Kenaikan Pangkat Terakhir yang telah 
dilegalisir oleh Kepala Perangkat Daerah. 

(3) Izin Penggunaan Gelar sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberikan dengan ketentuan: 
a. telah dinyatakan lulus dan memperoleh ijazah dari 

lembaga pendidikan yang diikutinya; 
b. memiliki Surat Tugas Belajar, lzin Belajar atau 

Keterangan Belajar. 
(4) Izin Penggunaan Gelar diperuntukkan kepada Pegawai 

yang menyelesaikan pendidikan D II atau yang sederajat, 
D III a tau yang sederajat, D IV / S 1 a tau yang sederajat, 
S2 atau yang sederajat dan S3 atau yang sederajat. 

(5) Izin Penggunaan Gelar di ajukan paling lambat 6 (enam) 
bulan setelah dinyatakan lulus dari lembaga pendidikan 
yang dikutinya. 

(3) Izin Penggunaan Gelar sebagaim ana d im aksud  pada 
ayat (1) diberikan dengan k e ten tu an  :
a. telah  d inyatakan  lu lus dan  m em peroleh ijazah dari 

lem baga pendidikan yang diikutinya;
b. memiliki S u ra t Tugas Belajar, Izin Belajar a tau  

K eterangan Belajar.
(4) Izin Penggunaan Gelar d ip eru n tu k k an  kepada Pegawai 

yang m enyelesaikan pendid ikan  D II a ta u  yang sederajat, 
D III a ta u  yang sederajat, D IV /  SI a ta u  yang sederajat, 
S2 a ta u  yang sederajat dan  S3 a ta u  yang sederajat.

(5) Izin Penggunaan Gelar di a ju k an  paling lam bat 6 (enam) 
bu lan  setelah  d inyatakan  lu lu s dari lem baga pendidikan 
yang dikutinya.

Pasal 13
(1) Perm ohonan Izin Penggunaan Gelar d iajukan  oleh 

Pegawai kepada B upati m elalui Kepala Perangkat D aerah.
(2) Kepala Perangkat D aerah sebagaim ana d im aksud  pada 

ayat (1) m engusu lkan  PNS yang b ersangku tan  kepada 
B upati u n tu k  m endapatkan  Izin Penggunaan Gelar 
dengan tem b u san  d isam paikan  Kepala BKPSDM.

(3) Perm ohonan sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) 
m elam pirkan :
a. foto kopi Ijazah yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang 

berw enang;
b. foto kopi tran sk rip  nilai akadem ik yang telah 

dilegalisir oleh Pejabat yang berw enang;
c. foto kopi S u ra t Izin Belajar a ta u  S u ra t K eterangan 

Belajar yang telah dilegalisir oleh Kepala Perangkat 
D aerah;

d. foto kopi SK K enaikan Pangkat T erakhir yang telah 
dilegalisir oleh Kepala Perangkat D aerah.

Bagian K edua 
Izin Penggunaan Ijazah

Pasal 14
(1) PNS yang telah m enyelesaikan pendid ikan  serta  

m em peroleh ijazah d ap at d iberikan  Izin Penggunaan 
Ijazah dari B upati a ta u  Pejabat yang berw enang.

(2) PNS yang tidak  memiliki Izin Penggunaan Ijazah 
te rm asu k  sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) tidak  
d ap a t m enggunakan  ijazahnya dalam  u ru sa n  
kepegaw aian dan  ked inasan  se rta  tidak  m endapat 
layanan  adm in istrasi kepegaw aian.

(3) Izin Penggunaan Ijazah sebagaim ana d im aksud  pada 
ayat (1) diberikan dengan ke ten tu an  :
a. te lah  d inyatakan  lu lus dan  m em peroleh ijazah dari 

lem baga pendid ikan  yang diikutinya;
b. memiliki Izin Belajar a ta u  K eterangan Belajar.

(4) Izin Penggunaan Ijazah d ip eru n tu k k an  bagi PNS yang 
m enyelesaikan Pendidikan SMP a tau  yang sederajat, 
SMA/ D l a tau  yang sederajat.



Pasal 17 
(1) Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah diberikan kepada 

PNS dengan ketentuan telah memperoleh : 
a. Surat Tanda Tamat Belajar /Ijazah Sekolah Lanjutan 

Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih 
berpangkat Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b 
ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru, 
golongan ruang I/ c; 

b. Surat Tanda Tamat Belajar /Ijazah Sekolah Lanjutan 
Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dan 
paling rendah berpangkat Juru golongan ruang I/ c 
dan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam 
pangkat tersebut, dapat dinaikkan pangkatnya 
menjadi Pengatur Muda, golongan ruang II/ a; 

c. Surat Tanda Tamat Belajar /Ijazah Sekolah Guru 
Pendidikan Luar Biasa, Diploma II dan masih 
berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/ a, 
dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur 
Muda Tingkat I, golongan ruang II/b; 

d. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, dan Ijazah 
Diploma III dan paling rendah masih berpangkat 
Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b, 
dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur 
golongan ruang II/ c; 

BAB VII 
KENAIKAN PANG KAT PENYESUAIAN IJAZAH 

Pasal 16 
( 1) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan formal pada 

suatu lembaga pendidikan formal dapat diberikan 
kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. 

(2) Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah diberikan sesuai 
dengan formasi yang ditetapkan oleh Bupati. 

(3) Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah diberikan setelah 
pegawai lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian 
ijazah. 

Pasal 15 
(1) Permohonan Izin Penggunaan Ijazah diajukan oleh PNS 

kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah. 
(2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) mengusulkan PNS yang bersangkutan kepada 
Bupati untuk mendapatkan Izin Penggunaan ljazah 
dengan tembusan Kepala BKPSDM. 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
melampirkan : 
a. foto kopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang 

berwenang; 
b. foto kopi transkrip nilai akademik yang telah dilegalisir 

oleh pejabat yang berwenang; 
c. foto kopi Surat Izin Belajar atau Keterangan Belajar 

yang telah dilegalisir oleh Kepala Perangkat Daerah; 
d. foto kopi SK Kenaikan Pangkat terakhir yang telah 

dilegalisir oleh Kepala Perangkat Daerah. 

Pasal 15
(1) Perm ohonan Izin Penggunaan Ijazah d ia jukan  oleh PNS 

kepada B upati m elalui Kepala Perangkat D aerah.
(2) Kepala Perangkat D aerah sebagaim ana d im aksud  pada 

ayat (1) m engusu lkan  PNS yang b e rsan g k u tan  kepada 
B upati u n tu k  m endapatkan  Izin Penggunaan  Ijazah 
dengan tem busan  Kepala BKPSDM.

(3) Perm ohonan sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) 
m elam pirkan :
a. foto kopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang 

berw enang;
b. foto kopi tran sk rip  nilai akadem ik yang telah dilegalisir 

oleh pejabat yang berw enang;
c. foto kopi S u ra t Izin Belajar a tau  K eterangan Belajar 

yang telah dilegalisir oleh Kepala Perangkat Daerah;
d. foto kopi SK Kenaikan Pangkat te rakh ir yang telah 

dilegalisir oleh Kepala Perangkat D aerah.

BAB VII
KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 16
(1) PNS yang telah  m enyelesaikan pendid ikan  formal pada 

su a tu  lem baga pendid ikan  formal d ap a t diberikan 
kenaikan  pangkat penyesuaian  ijazah.

(2) K enaikan pangkat penyesuaian  ijazah diberikan  sesuai 
dengan form asi yang d ite tapkan  oleh Bupati.

(3) K enaikan pangkat penyesuaian  ijazah diberikan  setelah 
pegawai lu lus u jian  kenaikan  pangkat penyesuaian  
ijazah.

Pasal 17
(1) K enaikan Pangkat Penyesuaian  Ijazah diberikan  kepada 

PNS dengan k e ten tu an  telah m em peroleh :
a. S u ra t T anda T am at B ela jar/Ijazah  Sekolah L anjutan 

T ingkat Pertam a a ta u  yang setingkat dan  m asih  
berpangkat J u ru  M uda Tingkat I golongan ru an g  I /b  
ke baw ah, d ap a t d inaikkan  pangkatnya  m enjadi Ju ru , 
golongan ruang  I/c;

b. S u ra t T anda T am at B ela jar/Ijazah  Sekolah L anju tan  
T ingkat Atas, Diploma I a ta u  yang setingkat dan  
paling rendah  berpangkat J u ru  golongan ruang  I /c  
dan  sekurang-kurangnya  2 (dua) ta h u n  dalam  
pangkat te rsebu t, d ap a t d inaikkan  pangkatnya 
m enjadi Pengatur M uda, golongan ru an g  II/a;

c. S u ra t T anda T am at B ela jar/Ijazah  Sekolah G uru  
Pendidikan Luar B iasa, Diploma II dan  m asih  
berpangkat Pengatur M uda golongan ruang  II / a, 
d ap a t d inaikkan  pangkatnya  m enjadi Pengatur 
M uda Tingkat I, golongan ru an g  Il/b ;

d. Ijazah S arjana  M uda, Ijazah Akademi, dan  Ijazah 
Diploma III dan  paling rendah  m asih  berpangkat 
Pengatu r M uda T ingkat I, golongan ruang  Il/b , 
d ap a t d inaikkan  pangkatnya  m enjadi Pengatur 
golongan ruang  II/c;



Pasal 18 
(1) Ketentuan Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat 

Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian 
Ijazah berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan. 

C. Ijazah Sarjana (Sl), atau ljazah Diploma IV dan masih 
berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/ d 
kebawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi 
Penata Muda, golongan ruang III/a; 

f. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan ljazah lain yang 
setara, Ijazah Strata (82) atau ijazah Spesialis I dan 
masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/ a 
dan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam 
pangkat tersebut, dapat dinaikkan pangkatnya 
menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang 
III/b; 

g, ljazah Strata (S3) atau ijazah Spesialis II dan masih 
berpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang 
111/b dan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam 
pangkat tersebut, dapat dinaikkan pangkatnya 
menjadi Penata, golongan ruang III/ c. 

(2) Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dengan 
ketentuan 
a. diangkat dalam jabatan/ diberi tugas yang 

memerlukan pengetahuan / keahlian yang sesuai 
dengan ijazah yang diperoleh; 

b. setiap unsur penilaian SKP dalam 1 (satu) tahun 
terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik; 

c. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi 
yang menduduki jabatan fungsional tertentu; 

d. memiliki Surat Tugas Belajar, Izin Belajar atau 
Keterangan Belajar; 

e. memiliki Izin Pengunaan Gelar atau memiliki Izin 
Pengunaan ljazah; 

f. lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah ; 
g. sesuai dengan formasi atau kebutuhan Daerah, pada 

SKPD tempat yang bersangkutan bekerja. 
(3) Persyaratan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan 
dengan ketentuan : 
a. foto kopi ijazah / tanda lulus yang dilegalisir; 
b. foto kopi transkrip nilai akademik yang dilegalisir; 
c. foto kopi SK pangkat terakhir; 
d. foto kopi SKP 2 (dua) tahun terakhir; 
e. foto kopi Surat Tugas Belajar, Izin Belajar atau 

Keterangan Belajar yang dilegalisir Kepala Perangkat 
Daerah; 

f. foto kopi Surat Izin Pengunaan Gelar atau Surat Izin 
Pengunaan ljazah yang dilegalisir Kepala Perangkat 
Daerah; 

g. surat keterangan uraian tugas yang sesuai dengan 
tugas dan fungsi yang ditandatangani minimal 
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II). 

... , 

.: 

e. Ijazah S arjana  (SI), a ta u  Ijazah Diploma IV dan  m asih  
berpangkat Pengatur T ingkat I, golongan ru an g  II/d  
kebaw ah, dapat d inaikkan  pangkatnya  m enjadi 
Penata  M uda, golongan ruang  III/ a;

f. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan  Ijazah lain yang 
se tara , Ijazah S tra ta  (S2) a ta u  ijazah Spesialis I dan 
m asih  berpangkat Penata  M uda, golongan ruang  III/a  
dan  sekurang-kurangnya  2 (dua) ta h u n  dalam  
pangkat tersebu t, d ap a t d inaikkan  pangkatnya 
m enjadi Penata M uda Tingkat I, golongan ruang  
IH/b;

g. Ijazah S tra ta  (S3) a ta u  ijazah Spesialis II dan  m asih  
berpangkat Penata  M uda Tingkat I, golongan ruang  
I l l/b  dan  sekurang-kurangnya  2 (dua) ta h u n  dalam  
pangkat te rsebu t, d ap a t d inaikkan  pangkatnya  
m enjadi Penata, golongan ru an g  III/c.

(2) K enaikan pangkat penyesuaian  ijazah sebagaim ana 
d im aksud  pada  ayat (1), d ap a t d iberikan  dengan 
k e ten tu an  :
a. d iangkat dalam  ja b a ta n /d ib e r i tugas yang 

m em erlukan pengetahuan  /  keah lian  yang sesuai 
dengan ijazah yang diperoleh;

b. setiap  u n su r  penilaian SKP dalam  1 (satu) tah u n  
terakh ir sekurang-kurangnya  bernilai baik;

c. m em enuhi jum lah  angka kredit yang d iten tu k an  bagi 
yang m enduduk i ja b a ta n  fungsional te rten tu ;

d. memiliki S u ra t Tugas Belajar, Izin Belajar a tau  
K eterangan Belajar;

e. memiliki Izin Pengunaan  Gelar a ta u  memiliki Izin 
P engunaan  Ijazah;

f. lu lus Ujian K enaikan Pangkat Penyesuaian  Ijazah ;
g. sesua i dengan form asi a ta u  k e b u tu h a n  D aerah, pada 

SKPD tem pat yang b ersan g k u tan  bekerja.
(3) P ersyaratan  K enaikan Pangkat Penyesuaian  Ijazah 

sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1), d ap a t d iberikan 
dengan k e ten tu an  :
a. foto kopi ijazah / tan d a  lu lus yang dilegalisir;
b. foto kopi tran sk rip  nilai akadem ik yang dilegalisir;
c. foto kopi SK pangkat terakhir;
d. foto kopi SKP 2 (dua) ta h u n  terakhir;
e. foto kopi S u ra t Tugas Belajar, Izin Belajar a ta u  

K eterangan Belajar yang dilegalisir Kepala Perangkat 
D aerah;

f. foto kopi S u ra t Izin P engunaan  Gelar a tau  S u ra t Izin 
Pengunaan  Ijazah yang dilegalisir Kepala Perangkat 
D aerah;

g. su ra t ke terangan  u ra ian  tugas yang sesuai dengan 
tugas dan  fungsi yang d itan d a tan g an i m inim al 
Pejabat P im pinan Tinggi P ra tam a (Eselon II).

Pasal 18
(1) K etentuan  P elaksanaan  Ujian K enaikan Pangkat 

Penyesuaian  Ijazah dan  K enaikan Pangkat Penyesuaian 
Ijazah b e rd asa rk an  pada  P e ra tu ran  P erundang-undangan .



(2) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana 
dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf f terdiri dari : 
a. ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah Tingkat I, 

disyaratkan bagi pangkatnya disesuaikan dengan 
ijazahnya menjadi Juru golongan ruang (I/ c) dan 
Pengatur Muda golongan ruang (II/a); 

b. ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat II, 
disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan 
disesuaikan ijazahnya menjadi Pengatur Muda Tingkat 
I golongan ruang (II/b) dan Pengatur golongan ruang 
(II/c); 

c. ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat 
III, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan 
clisesuaikan clengan ijazah menjacli Penata Muda 
golongan ruang (III/ a); 

cl. ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat 
IV, clisyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan 
clisesuaikan clengan ijazahnya menjadi Penata Muda 
Tingkat I golongan ruang (III/b) clan Penata golongan 
ruang (III/c). 

(3) Persyaratan Kepangkatan bagi pegawai yang mengikuti 
ujian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksucl clalam 
Pasal 17 ayat (2) huruf f aclalah sebagai berikut : 
a. telah menclucluki pangkat serenclah renclahnya Juru 

Mucla Tingkat I golongan ruang (I/b) bagi PNS yang 
pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya 
menjadi Juru golongan ruang (I/c); 

b. telah menduduki pangkat serendah rendahnya Juru 
golongan ruang (I/ c) dan sekurang - kurangnya 
1 (satu) tahun clalam pangkat tersebut bagi PNS yang 
pangkatnya akan clisesuaikan dengan ijazahnya 
menjacli Pengatur Muda golongan ruang (II/ a); 

c. telah menduduki pangkat serendah renclahnya 
Pengatur Muda golongan ruang (II/ a) dan bagi PNS 
yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya 
menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang 
(II/b); 

cl. telah mencluduki pangkat serendah renclahnya 
Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang (II/b) bagi 
PNS yang pangkatnya akan disesuaikan clengan 
ijazahnya menjadi Pengatur golongan ruang (II/c); 

e. telah menduduki pangkat serenclah rendahnya 
Pengatur golongan ruang (II/ c), bagi PNS yang 
pangkatnya akan disesuaikan clengan ijazahnya 
menjadi Penata Muda golongan ruang (III/ a); 

f. telah mendtiduki pangkat serendah renclahnya Penata 
Muda golongan ruang (III/ a) clan sekurang - 
kurangnya l (satu) tahun clalam pangkat tersebut bagi 
PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan 
ijazahnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan 
ruang (III/ b); 

(2) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian  Ijazah sebagaim ana
d im aksud  Pasal 17 ayat (2) h u ru f  f terdiri dari :
a. u jian  Kenaikan Pangkat Penyesuaian  Ijazah Tingkat I, 

d isyara tkan  bagi pangkatnya  d isesua ikan  dengan 
ijazahnya m enjadi J u ru  golongan ru an g  (I/c) dan  
P engatur M uda golongan ru an g  (II/a);

b. u jian  K enaikan Pangkat Penyesuaian  Ijazah Tingkat II, 
d isyara tkan  bagi PNS yang pangkatnya  akan  
d isesua ikan  ijazahnya m enjadi P engatur M uda Tingkat 
I golongan ruang  (II/b) dan  P engatur golongan ruang
(ii/c);

c. u jian  Kenaikan Pangkat Penyesuaian  Ijazah Tingkat
III, d isyara tkan  bagi PNS yang pangkatnya  akan  
d isesua ikan  dengan ijazah m enjadi Penata  M uda 
golongan ru an g  (III/a);

d. u jian  K enaikan Pangkat Penyesuaian  Ijazah Tingkat
IV, d isyara tkan  bagi PNS yang pangkatnya  akan  
d isesua ikan  dengan ijazahnya m enjadi Penata  M uda 
Tingkat I golongan ruang  (III / b) dan  Penata  golongan 
ru an g  (III/c).

(3) P ersyaratan  K epangkatan bagi pegawai yang m engikuti
u jian  kenaikan  pangkat sebagaim ana d im aksud  dalam
Pasal 17 ayat (2) h u ru f  f ada lah  sebagai beriku t :
a. te lah  m enduduk i pangkat se rendah  rendahnya  J u ru  

M uda Tingkat I golongan ru an g  (I/b) bagi PNS yang 
pangkatnya  akan  d isesua ikan  dengan ijazahnya 
m enjadi J u ru  golongan ru an g  (I/c);

b. te lah  m enduduk i pangkat se rendah  rendahnya  J u ru  
golongan ruang  (I/c) dan  seku rang  -  ku rangnya 
1 (satu) ta h u n  dalam  pangkat te rseb u t bagi PNS yang 
pangkatnya  akan  d isesua ikan  dengan ijazahnya 
m enjadi Pengatur M uda golongan ru an g  (II/a);

c. te lah  m enduduk i pangkat serendah  rendahnya  
P engatur M uda golongan ruang  (II/a) dan  bagi PNS 
yang pangkatnya akan  d isesua ikan  dengan ijazahnya 
m enjadi Pengatur M uda Tingkat I golongan ruang  
(H/b);

d. te lah  m enduduk i pangkat se rendah  rendahnya
P engatur M uda Tingkat I golongan ru an g  (Il/b) bagi 
PNS yang pangkatnya  akan  d isesua ikan  dengan
ijazahnya m enjadi P engatu r golongan ru an g  (II/c);

e. te lah  m enduduk i pangkat se rendah  rendahnya 
P engatur golongan ru an g  (II/c), bagi PNS yang 
pangkatnya  akan  d isesua ikan  dengan ijazahnya 
m enjadi Penata  M uda golongan ru an g  (III/a);

f. te lah  m enduduk i pangkat se rendah  rendahnya  Penata
M uda golongan ru an g  (III/a) dan  sekurang  -
ku rangnya  1 (satu) ta h u n  dalam  pangkat te rseb u t bagi 
PNS yang pangkatnya akan  d isesua ikan  dengan
ijazahnya m enjadi Penata  M uda Tingkat I golongan 
ru an g  (III/b);



Pasal 21 
Pegawai yang memperoleh Surat Tugas Belajar, Izin Belajar, 
Surat Keterangan Belajar, Izin Pengunaan Gelar dan Izin 
Pengunaan Ijazah sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini 
dinyatakan sah dan tetap berlaku, sepanjang tidak 
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang - 
undangan yang berlaku. 

BAB X 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 20 
(1) Setiap Pegawai yang mengikuti pendidikan formal pada 

suatu lembaga pendidikan tertentu harus memiliki Surat 
Tugas Belajar atau Izin Belajar atau Keterangan Belajar. 

(2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berakibat Pegawai yang bersangkutan tidak mendapat 
Layanan Administrasi Kepegawaian. 

BAB IX 
LARANGAN DAN SANKSI 

Pasal 19 
(1) Bupati menandatangani Tugas Belajar, Izin Belajar dan 

Surat Keterangan Belajar untuk jenjang pendidikan S2 
dan yang sederajat dan S3 dan yang sederajat. 

(2) Sekretaris Daerah, menandatangani : 
a. Tugas Belajar, Izin Belajar dan Keterangan Belajar 

untuk jenjang pendidikan S 1 dan D IV dan yang 
sederajat, D III dan yang sederajat serta D II; 

b. Penggunaan gelar untuk jenjang pendidikan S3 dan 
yang sederajat. 

(3) Kepala BKPSDM, menandatangani: 
a. lzin Belajar dan Penggunaan Ijazah jenjang pendidikan 

SMA dan D I dan yang sederajat, serta SMP dan yang 
sederajat; 

b. Penggunaan Gelar untuk jenjang pendidikan S2 dan 
yang sederajat, S 1 dan D IV dan yang sederajat, D III 
dan yang sederajat. 

BAB VIII 
KEWENANGAN PENANDATANGANAN 

g. telah menduduki pangkat serendah rendahnya Penata 
Muda Tingkat I golongan ruang (III/b) dan 
sekurang - kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat 
tersebut bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan 
dengan ijazahnya menjadi Penata golongan ruang 
(III/c). 

g. telah  m enduduki pangkat serendah  rendahnya  Penata 
M uda Tingkat I golongan ruang  (III/ b) dan  
sekurang  -  kurangnya 1 (satu) ta h u n  dalam  pangkat 
te rseb u t bagi PNS yang pangkatnya  akan  d isesua ikan  
dengan ijazahnya m enjadi Penata golongan ruang  
(III/c).

BAB VIII
KEWENANGAN PENANDATANGANAN 

Pasal 19
(1) B upati m enandatangan i Tugas Belajar, Izin Belajar dan

S u ra t K eterangan Belajar u n tu k  jen jang  pendidikan S2
dan  yang sedera ja t dan  S3 dan  yang sederajat.

(2) S ekretaris D aerah, m enandatangan i :
a. Tugas Belajar, Izin Belajar dan  K eterangan Belajar 

u n tu k  jen jang  pendidikan S I dan  D IV dan  yang 
sederajat, D III dan  yang sedera ja t se rta  D II;

b. Penggunaan gelar u n tu k  jen jang  pendid ikan  S3 dan  
yang sederajat.

(3) Kepala BKPSDM, m enandatangan i :
a. Izin Belajar dan  Penggunaan Ijazah jen jang  pendidikan 

SMA dan  D I dan  yang sederajat, se rta  SMP dan  yang 
sederajat;

b. Penggunaan Gelar u n tu k  jen jang  pendid ikan  S2 dan  
yang sederajat, SI dan  D IV dan  yang sederajat, D III 
dan  yang sederajat.

BAB IX
LARANGAN DAN SANKSI 

Pasal 20
(1) Setiap Pegawai yang m engikuti pendid ikan  formal pada 

su a tu  lem baga pendid ikan  te rten tu  h a ru s  memiliki S u ra t 
Tugas Belajar a ta u  Izin Belajar a ta u  K eterangan Belajar.

(2) Pelanggaran sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) 
berak ibat Pegawai yang b e rsan g k u tan  tidak  m endapat 
Layanan A dm inistrasi Kepegawaian.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21
Pegawai yang m em peroleh S u ra t Tugas Belajar, Izin Belajar, 
S u ra t K eterangan Belajar, Izin P engunaan  Gelar dan  Izin 
P engunaan  Ijazah sebelum  d ite tapkan  P e ra tu ran  B upati ini 
d inyatakan  sah  dan  te tap  berlaku, sepan jang  tidak 
be rten tan g an  dengan k e ten tu an  p e ra tu ran  perundang  - 
u n d an g an  yang berlaku.
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SAMS I 

ttd. 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KARANGANYAR 

Diundangkan di Karanganyar 
pada tanggal 16 Maret 201 7 

JULIYATMONO 

ttd. 

BUPATI KARANGANYAR, 

Ditetapkan di Karanganyar 
pada tanggal 16 Maret 2017 

Pasal 23 
Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar. 

Pasal 22 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 
Bupati Karanganyar Nomor 21 Tahun 2011 Ten tang Tugas 
Belajar, Izin Belajar, Keterangan Belajar, Izin Penggunaan 
Gelar, Izin Penggunaan ljazah dan Kenaikan Pangkat 
Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah 
Ka bu paten Karanganyar (Berita Dae rah Ka bu paten 
Karanganyar Tah un 2011 N omor 21) beserta peru bahannya) 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

BAB XI 
KETENTUAN PENUTUP 

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22
Pada sa a t P era tu ran  B upati ini m ulai berlaku, P era tu ran  
B upati K aranganyar Nomor 21 T ahun  2011 T entang Tugas 
Belajar, Izin Belajar, K eterangan Belajar, Izin Penggunaan 
Gelar, Izin Penggunaan Ijazah dan  K enaikan Pangkat 
P enyesuaian  Ijazah Bagi Pegawai di L ingkungan Pem erintah 
K abupaten  K aranganyar (Berita D aerah  K abupaten 
K aranganyar T ahun  2011 Nomor 21) beserta  perubahannya) 
d icabu t dan  d inyatakan  tidak  berlaku.

Pasal 23
P era tu ran  B upati ini m ulai berlaku  pada tanggal 
d iundangkan .
Agar setiap  orang m engetahui, m em erin tahkan  
pengundangan  P era tu ran  B upati ini dengan penem patannya 
dalam  Berita D aerah K abupaten K aranganyar.

D itetapkan di K aranganyar 
pada tanggal 16 M aret 2017

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO
D iundangkan  di K aranganyar 
pada tanggal 16 M aret 2017

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd.

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 26

Salinan  sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH 

KABUPATEN KAIU\NGANYAR 
Kepala Bagian Jhlukum, i n '

X \  v.. V -"

ZULFIKAR HADIDH 
NIP. 19750S4 1 1V9903 1 009



Nama 
NIP. Nama 

NIP. 

Meterai 
6000 

Karanganyar, . 
Yang membuat pernyataan, Mengetahui, 

Kepala Perangkat Daerah 

Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya pada saat mi tidak sedang 
menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat. 

NIP. 

Pangkat/ Gol. Ruang 

Jabatan 

Unit Kerja 

Alamat 

Nama 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

SURAT PERNYATAAN 
TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN 

1. Format Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin. 

LAMPI RAN 
PERATURANBUPATIKARANGANYAR 
NOMOR 26 TAHUN 2017 
TENT ANG 
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS 
BELAJAR, IZIN BELAJAR, 
KETERANGAN BELAJAR, IZIN 
PENGGUNAAN GELAR, IZIN 
PENGGUNAAN IJAZAH DAN 
KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN 
IJAZAH BAGI PEGAWAI 

... 
. ' I 

LAM PI RAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 
NOMOR 26 TAHUN 2017 
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS 
BELAJAR, IZIN BELAJAR,
KETERANGAN BELAJAR, IZIN 
PENGGUNAAN GELAR, IZIN
PENGGUNAAN IJAZAH DAN 
KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN 
IJAZAH BAGI PEGAWAI

i. Form at S u ra t P ernyataan  Tidak Sedang M enjalani H ukum an  Disiplin.

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN

Yang b e rtan d a  tan g an  dibaw ah ini :

Nama :

NIP. :

Pangkat/G ol. R uang :

Ja b a ta n  :

Unit Kerja :

Alamat :

M enyatakan dengan sesungguhnya  bahw a saya pada  sa a t ini tidak  sedang 
m enjalani h u k u m an  disiplin tingkat sedang a ta u  berat.

Dem ikian su ra t p e rn y a taan  ini saya bua t, u n tu k  d ipergunakan  sebagaim ana 
m estinya.

M engetahui,
Kepala Perangkat D aerah

K aranganyar, ...................
Yang m em buat pernyataan ,

Meterai
6000

Nama
NIP.

Nama
NIP.



Nama 
NIP. 

Nama 
NIP. 

Meterai 
6000 

Karanganyar, .. 
Yang membuat pernyataan, Mengetahui, 

Kepala Perangkat Daerah 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya pada saat ini tidak sedang 
menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 

Nama 
NIP. 
Pangkat/ Gol. Ruang 
Jabatan 
Unit Kerja 
Alamat 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

SURAT PER YATAAN 
TIDAK SEDANG MENJALANI PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEBAGAI 

PEGAWAI NEGERI SIPIL 

... 
11. Format Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Pemberhentian Sementara 

Sebagai Pegawai Negeri Sipil. 
ii. Form at S u ra t P ernyataan  Tidak Sedang M enjalani Pem berhentian  Sem entara  

Sebagai Pegawai Negeri Sipil.

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEBAGAI

PEGAWAI NEGERI SIPIL

Yang b e rtan d a  tangan  dibaw ah ini :

Nama :

NIP. :

Pangkat/G ol. R uang :

Ja b a ta n  :

Unit Kerja :

Alamat :

M enyatakan dengan sesungguhnya bahw a saya pada  sa a t ini tidak  sedang 

m enjalani pem berhen tian  sem en tara  sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Dem ikian su ra t p e rn y a taan  ini saya bua t, u n tu k  d ipergunakan  sebagaim ana 

m estinya.

M engetahui,
Kepala Perangkat D aerah

K aranganyar, ...................
Yang m em buat pernyataan

Meterai
6000

Nama
NIP.

Nama
NIP.



Nama 
NIP. 

Karanganyar, . 
Kepala Perangkat Daerah 

Demikian Surat Rekomendasi Tugas Belajar ini dibuat, untuk dipergunakan 
se bagaimana mestinya. 

Yang mengajukan Tugas Belajar ke (nama Lembaga/universitas), 
maka kami tidak berkeberatan memberikan rekomendasi dengan pertimbangan: 

1. Prodi/jurusan yang dipilih sesuai dengan tugas dan fungsi serta mendukung 
pelaksanaan tugas pada unit organisasi. 

2. Rekomendasi surat ini dibuat sebagai kelengkapan pengajuan permohonan 
Tugas Belajar. 

Yang bertanda tangan dibawah ini (Kepala Perangkat Daerah), 
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 
Nama 
NIP. 
Pangkat/ Gol. Ruang 
Jabatan 
Unit Kerja 

SURAT REKOMENDASI 

Alamat: . 

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR 

' \ ... 
111. Format Surat Rekomendasi Tugas Belajar 

'· 

iii. Form at S u ra t R ekom endasi Tugas Belajar

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Alamat:

SURAT REKOMENDASI

Yang b e rta n d a  tan g an  dibaw ah ini ..................(Kepala Perangkat Daerah),

dengan ini m enyatakan  dengan sesungguhnya bahw a :

Nama :

NIP. :

Pangkat/G ol. R uang :

Ja b a ta n  :

Unit Kerja :

Yang m engajukan  Tugas Belajar ke .................. (nam a L em baga/universitas),

m aka kam i tidak  berkebera tan  m em berikan rekom endasi dengan pertim bangan  :

1. P ro d i/ju ru san  yang  dipilih sesua i dengan tugas dan  fungsi serta  m endukung  

p e laksanaan  tu g as p ad a  u n it organisasi.

2. R ekom endasi su ra t ini d ib u a t sebagai kelengkapan pengajuan  perm ohonan 

Tugas Belajar.

Dem ikian S u ra t R ekom endasi Tugas Belajar ini d ibuat, u n tu k  d ipergunakan  

sebagaim ana m estinya.

K aranganyar, ..................
Kepala Perangkat D aerah

Nama
NIP.



Nama 
NIP. 

Karanganyar, . 
Kepala Perangkat Daerah 

Demikian Surat Rekomendasi Izin Belajar rm dibuat, untuk dipergunakan 
se bagaimana mestinya. 

Yang mengajukan Izin Belajar ke (nama lembaga/universitas), maka 
kami tidak berkeberatan memberikan rekomendasi dengan pertimbangan: 

1. Prodi/jurusan yang dipilih sesuai dengan tugas dan fungsi serta mendukung 
pelaksanaan tugas pada unit organisasi. 

2. Proses pembelajaran tidak mengganggu tugas kedinasan, 
3. Jarak tempat perkuliahan dari domisili km dan ditempuh dengan 

kendaraan pribadi/umum selama kurang lebih menit/jam. 

4. Rekomendasi surat ini dibuat sebagai kelengkapan pengajuan permohonan 
Izin Belajar. 

NIP. 
Pangkat/Gol. Ruang 
Jabatan 
Unit Kerja 

Yang bertanda tangan dibawah ini (Kepala Perangkat Daerah), 
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 
Nama 

SURAT REKOMENDASI 

Alamat: .. 

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR 

\ ' . rv, Format Surat Rekomendasi Ijin Belajar 

' \ 

iv. Form at S u ra t R ekom endasi Ijin Belajar

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Alamat:

SURAT REKOMENDASI

Yang b e rtan d a  tangan  dibaw ah ini ..................(Kepala Perangkat Daerah),

dengan ini m enyatakan  dengan sesungguhnya bahw a :

Nama :

NIP. :

Pangkat/G ol. R uang :

Ja b a ta n  :

Unit Kerja :

Yang m engajukan  Izin Belajar ke ............... (nam a lem baga/un iversitas), m aka

kam i tidak b erk eb era tan  m em berikan  rekom endasi dengan pertim bangan  :

1. P ro d i/ju ru san  yang dipilih sesuai dengan tugas dan  fungsi se rta  m endukung  

p e lak san aan  tu g as pada  u n it organisasi.

2. Proses pem belajaran  tidak  m engganggu tugas ked inasan ,
3. J a ra k  tem pat perk u liah an  dari domisili .......... km  dan d item puh dengan

k en d araan  p rib a d i/u m u m  selam a ku rang  lebih ............... m en it/jam .

4. Rekom endasi su ra t ini d ib u a t sebagai kelengkapan pengajuan  perm ohonan 

Izin Belajar.

Dem ikian S u ra t R ekom endasi Izin Belajar ini d ibuat, u n tu k  d ipergunakan  

sebagaim ana m estinya.

K aranganyar, ..................
Kepala Perangkat D aerah

Nama
NIP.



Nama 
NIP. 

Nama 
NIP. 

Meterai 
6000 

Karanganyar, .. 
Yang membuat pernyataan, Mengetahui, 

Kepala Perangkat Daerah 

......... (Universitas/ sekolah) tidak akan menuntut penyesuaian ijazah ke dalam 
pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi, tidak akan melimpah atau alih tugas 
ke instansi lain. 

Demikian surat pernyataan ini kami saya, untuk dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 

dari lulus setelah bahwa sesungguhnya dengan Menyatakan 

NIP. 
Pangkat/ Gol. Ruang 
Jabatan 
Unit Kerja 
Alamat 

Nama 
Yang bertanda tangan dibawah ini : 

SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENUNTUT PENYESUAIAN IJAZAH 
DAN TIDAK MELIMPAH ATAU ALIH TUGAS KE INSTANSI LAIN 

v. Format Surat Pernyataan Tidak Akan Menuntut Penyesuaian Ijazah dan Tidak 
Melimpah atau Alih Tugas ke Instansi Lain. 

I 

' 

' c ' ' \ 

v. Form at S u ra t P ernyataan  Tidak Akan M enuntu t Penyesuaian Ijazah dan  Tidak 
M elimpah a ta u  Alih Tugas ke Instansi Lain.

SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENUNTUT PENYESUAIAN IJAZAH 
DAN TIDAK MELIMPAH ATAU ALIH TUGAS KE INSTANSI LAIN

Yang b e rtan d a  tan g an  dibaw ah ini :

Nama :

NIP. :

Pangkat/G ol. R uang :

Ja b a ta n  :

Unit Kerja :

A lam at :

M enyatakan dengan sesungguhnya bahw a setelah  lu lus dari

.......... (U niversitas/sekolah) tidak  akan  m en u n tu t penyesuaian  ijazah ke dalam

pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi, tidak  ak an  m elim pah a ta u  alih tugas 

ke in stansi lain.

Dem ikian su ra t p e rnya taan  ini kam i saya, u n tu k  d ipergunakan  sebagaim ana 

m estinya.

M engetahui,
Kepala Perangkat D aerah

K aranganyar, ...................
Yang m em buat pernyataan ,

Meterai
6000

Nama
NIP.

Nama
NIP.



Nama 
NIP. 

Nama 
NIP. 

Meterai 
6000 

Karanganyar, . 
Yang membuat pernyataan, Mengetahui, 

Kepala Perangkat Daerah 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa selama saya mengikuti kuliah di 
Universitas tidak akan menganggu tugas kedinasan saya sehari - hari. 

Demikian surat pernyataan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana 
mes tin ya. 

Nama 
NIP. 
Pangkat/ Gol. Ruang 
Jabatan 
Unit Kerja 
Alamat 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

SURAT PERNYATAAN 
TIDAK MENGGANGGU TUGAS KEDINASAN 

• . . 
vi. Format Surat Pernyataan tidak menggangu tugas kedinasan. 

\ ' 
V

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENGGANGGU TUGAS KEDINASAN

Yang b e rtan d a  tan g an  dibaw ah ini :

Nama :

NIP. :

Pangkat/G ol. R uang :
Ja b a ta n  :

Unit Kerja :

Alamat :

M enyatakan dengan  sesungguhnya  bahw a selam a saya m engikuti ku liah  di

U niversitas......................tidak  ak an  m enganggu tugas ked inasan  saya sehari -  hari.
Dem ikian su ra t p e rnya taan  ini kam i bua t, u n tu k  d ipergunakan  sebagaim ana 

m estinya.
K aranganyar, ...................

M engetahui, Yang m em buat pernyataan ,
Kepala Perangkat D aerah

Meterai
6000

Nama
NIP.

Nama
NIP.

vi. Form at S u ra t P ernyataan  tidak  m enggangu tugas ked inasan .



JULIYATMONO 

ttd. 

BUPATIKARANGANYAR, 

Nama 
NIP. 

Nama 
NIP. 

Karanganyar, . 
Yang menyatakan, Mengetahui, 

Kepala Perangkat Daerah 

Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 

Dengan ini menerangkan bahwa uraian tugas saya adalah sebagai berikut: 
1. .. 
2 ... 
3. 
4. dstnya. 

Nama 
NIP. 
Pangkat/ Gol. Ruang 
Jabatan 
Unit Kerja 
Alamat 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

URAIAN TUGAS 

( 

'vii. Format Uraian Tugas. 

·" ' " 

vii. Form at U raian Tugas.

URAIAN TUGAS

Yang b e rtan d a  tangan  dibaw ah ini :

Nama :

NIP. :

Pangkat/G ol. R uang :

Ja b a ta n  :

Unit Kerja :

A lam at :

D engan ini m enerangkan  bahw a u ra ian  tugas saya adalah  sebagai beriku t :

1. .. 

2 .  . .

3. ...

4. dstnya.

Dem ikian su ra t p e rnya taan  ini saya bua t, u n tu k  d ipergunakan  sebagaim ana

m estinya.

M engetahui,
Kepala Perangkat D aerah

K aranganyar, ........
Yang m enyatakan ,

Nama
NIP.

Nama
NIP.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO


